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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa 
(PADES), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur di Kabupaten 
Sukoharjo pada tahun 2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh desa se-kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji koefisien determinasi, 
uji f, dan uji t. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi 
diperoleh nilai sebesar 0,185. Hal ini berarti bahwa 18,5% variasi variabel belanja 
desa bidang infrastruktur dapat dijelaskan oleh PADES, DD, ADD, dan BHPR, 
sedangkan sisanya 81,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 
diteliti. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa PADES dan DD 
berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur. 
Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa ADD dan BHPR 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur, 
yang berarti dimana belanja desa bidang infrastruktur diperoleh dari alokasi yang 
berasal dari PADES dan DD. 
 
 
Kata kunci: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana 
Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Belanja 
Desa Bidang Infrastruktur 
 
ABSTRACT 
This study aimed to determine the effect of village original income 
(PADES), Village budgetary (DD), Village budgetary allocation (ADD), and tax 
profit sharing and retribution (BUHPR) to the village expenditure for 
infrastructure sector in Sukoharjo Regency in 2016. 
The population used in this study was the entire village in Sukoharjo 
Regency. Sample in this study use purposive sampling method. Hipotethical 
examination in this study use double linear regression analysis with determinant 
coeficient test, F test, and t test. 
The result of the study show that the determination coefficient point is 
0,185. It means that 18,5% variable variant of village expenditure in 
infrastructure sector can be explained by PADES, DD, ADD, and BHPR, and the 
reminder 81,5% explained by another factors outside the studied object. 
Simultanous test result show that PADES and DD significantly affecting the 
village expenditure in infrastructure sector. While the parsial test result shows 
that ADD and AHPR not significantly affecting the village expenditure in 
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infrastructure sector, which means village expenditure in infrastructure sector 
came from PADES and DD. 
 
Key Words: Village Original Income (PADES), Village Budgetary (DD), Village 





Dalam sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia, desa adalah unit 
yang terpenting dalam pencapaian cita-cita dasar berbangsa dan bernegara. 
Bahkan untuk mencari ukuran tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu 
sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermanfaat atau tidak maka secara 
akademik dapat dikatakan bahwa desa adalah unit yang paling relevan untuk 
dipelajari. Tidak itu saja, harus ada dorongan yang terus menerus bagi 
tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. 
Rumusnya ialah apabila bisa disenergikan segala potensi itu melalui 
administrasi pedesaan dan forum-forum yang konstruktif dan massive tentu 
akan sangat membantu perkembangan desa yang lebih maju. 
Kelemahan sistem perencanaan dan evaluasi kita beberapa waktu lalu 
sampai saat ini adalah kesalahan dalam meletakkan unit perencanaan dan 
kurang tepatnya sistem perencanaan nasional pada umumnya yang 
cenderung dimulai diatas meja, dan dilaksanakan hanya oleh aktor-aktor 
formal. Hal tersebut bukan hanya minimnya hasil seperti yang dirasakan dan 
diakui sendiri oleh Bappenas, namun juga meletakkan aktor-aktor pada 
posisi yang menurut Madekhan dan para ahli lain, pada posisi yang marginal. 
Hasil  evaluasi  kritis  dari  itu  semua, lalu munculah  Undang-
Undang Perencanaan Pembangunan yang mengadopsi sistem baru dimana 
masyarakat luas di level paling bawah dapat ikut serta, bukan secara 
ceremonial saja tetapi juga secara substansial, yang dilambangkan dengan 
dituliskannya kehendak masyarakat sebagai dokumen awal dalam 
pembangunan khususnya di pedesaan. Adalah keliru kalau ada asumsi bahwa 
pendapat orang-orang desa dapat diserap begitu saja, dengan alasan “semua 
3 
 
terserah Undang-Undangnya dan ketentuan pusat”, padahal pusat sendiri 
bergantung pada daerah dan daerah bergantung pada masyarakat desa. 
Seperti diketahui beberapa strategi pendekatan pembangunan di desa 
sudah banyak berubah  dimana misalnya terlihat dari perarturan 
Mendagri tentang kelembagaan desa dan mekanisme perencanaan dan 
pembangunan sebagaimana kelanjutan dari Undang-Undang Pemerintah 
Daerah 32/2004. Begitu pentingnya peranan desa sehingga pemerintah dan 
DPR sepakat untuk membuat tersendiri perundangan khusus untuk desa. 
Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi 
dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan 
suatu strategi pembangunan  yang memungkinkan pemerataan 
pembangunan  dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah 
yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan 
administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam 
rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang 
merata. (Widjaja:2002) 
Alfattah Akbar J dan Agus Prastyawan (2016), menyatakan di era 
otonomi daerah pemerintah desa diberi kewenangan untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri tanpa campur tangan pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi yang perlu diingat oleh 
pemerintah desa, bahwa kebebasan yang dimiliki bukanlah kebebasan yang 
dapat disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat memberatkan masyarakat, 
terutama dalam pembayaran pajak atau retribusi. Pendapatan Asli Desa 
bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua 
potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. 
Dengan didukungnya sumber daya manusianya dalam mengelola keuangan 
maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di 
daerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa. 
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Menurut Wahyuddin (2016), dengan adanya Alokasi Dana Desa 
(ADD), desa berpeluang untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan 
sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa semakin jelas. 
Pemerintah desa tidak lagi mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah 
kabupaten tetapi mendapatkan dana perimbangan yang di wujudkan melalui 
alokasi dana desa. 
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, 
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap 
Belanja Desa di Bidang Infrastruktur Tahun 2016 (Studi Empiris di 
Seluruh Desa Se- Kabupaten Sukoharjo)”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Data yang 
digunakandalampenelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan 
adalah data Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana 
Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Belanja Desa Bidang 
Infrastruktur Tahun 2016. metoda pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi dan studi pustaka. Populasi penelitian berupa Desa se-
Kabupaten Sukoharjo. Dari 165 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo, diperoleh sampel sebanyak 143 Desa. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu 
tekhnik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, dimana 
kriteria sampel yang digunakan adalah Desa-desa se-Kabupaten Sukoharjo 
yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
2016 sampai pada bulan Desember 2016. Metode Analisa data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, nalisa regresi 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas 
Dalil inilah yang mendasari nilai n>30 yang dibutuhkan agar 
suatu data dianggap menyebar normal. Artinya jika kita dapat 
mengumpulkan contoh sebanyak 30 dari sembarang data yang 
besar maka rata-rata nilai contoh yang kita ambil diasumsikan 
menyebar normal sesuai dengan dalil limit pusat di atas (Lind, 
2005). 
3.1.2 Uji Multikolonieritas 
Tabel 1. Uji Multikolonieritas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
PADes 0,985 1,015 Bebas Multikolonieritas 
DD 0,312 3,205 Bebas Multikolonieritas 
ADD 0,314 3,184 Bebas Multikolonieritas 
BHPR 0,989 1,011 Bebas Multikolonieritas 
 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017 
Berdasarkan data diatas dapat dikatan bahwa variabel yang 
bebas dari multikolonieritas adalah jika Tolerance value diatas 0,1 
dan Variants Inflation Factor (VIF) dibawah 10 ( Gujarati, 2003 
dan Widarjono, 2007) 
3.1.3 Uji Auotokorelasi 
Tabel 2. Uji Autokorelasi 
Uji Durbin Watson (D-W) 
Batas Bawah -2 
DW 1,813 
Batas Atas  2 
Keterangan  Bebas Autokorelasi 
Sumber : Data sekunder diolah tahun 2017 
Jika nilai Dublin Watson (D-W) dibawah -2 berarti ada 
atokorelasi positif, sedangkan nilai D-W diantara -2 sampai +2 
berarti tidak ada autokorelasi, dan nilai D-W diatas +2 berarti ada 
atokorelasi negatif. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa 
hasil uji autokorelasi diperoleh angka D-W sebesar 1,813 yang 
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terletak diantara -2 dan +2 sehingga dapat dikatakan bahwa data 
pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi (Gujarati, 2003) 
3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas 
Variabel t Sig Keterangan 
PADes 1,178            0,241                       Bebas Heteroskedastisitas 
DD 1,163           0,109                       Bebas Heteroskedastisitas 
ADD -0,002           0,998                       Bebas Heteroskedastisitas 
BHPR -0,621           0,536                       Bebas Heteroskedastisitas 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017 
Berdasarkan tabel 3 hasil uji heteroskedastisitas 
menunjukkan bahwa semua variabel independen nilai probability 
value > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 
independen bebas dari heteroskedastisitas. 
3.2 Hasil Pengujian Hipotesis 
3.2.1 Regresi Linear Berganda 
Tabel 4. Regresi Linear Berganda 
Variabel Koefisien Std. Error t sig. 
(Constant)     -1015814331,584         554596343,837            -1,832             0,069 
PADES  0,531                           0,122                       4,337             0,000 
DD  3,534                           1,442                       2,451             0,015 
ADD  -0,840                           1,661                      -0,505            0,614 
BHPR  0,580                            0,749                       0,775            0,440 
Rsquare     = 0,208    
Fhitung   = 9,083    
Adjusted R 
Square        
= 0,185    
Sig  = 0,000    
                 Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017 
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diatas, didapat 
persamaan regresi sebagai berikut: 
Belanja Desa Bidang Infrastruktur = -1015814331,584 + 
0,531PADES + 3,534DD - 0,840ADD + 0,580BHPR 
Berikut adalah interpretrasi dari hasil uji regresi linear berganda 
pada tabel 4: 
 Nilai Konstanta sebesar -1015814331,584 hal ini 
menunjukkan  jika variabel PADES, DD, ADD, dan BHPR bernilai 
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konstan, maka besarnya Belanja Desa Bidang Infrastruktur turun 
sebesar -1015814331,584. 
Besarnya nilai koefisien PADES sebesar 0,531 dengan nilai 
positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan PADES 
sebesar 1% maka Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan naik 
sebesar 0,531 dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
Besarnya nilai koefisien DD sebesar 3,534 dengan nilai 
positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan DD sebesar 
1% maka Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan naik sebesar 
3,534 dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
Besarnya nilai koefisien ADD sebesar -0,840 dengan nilai 
negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan ADD 
sebesar 1% maka Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan turun 
sebesar -0,840 dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
Besarnya nilai koefisien BHPR sebesar 0,580 dengan nilai 
positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan BHPR 
sebesar 1% maka Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan naik 
sebesar 0,580 dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
3.2.2 Uji Ketepatan Model (Goodnes Of Fit) 
3.2.2.1 Uji F 
Tabel 5. Uji F 
Fhitung Ftabel Sig Keterangan 
9,083 2,43 0,000 Signifikan 
 Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017 
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa Fhitung ˃ 
Ftabel yaitu 9,083 ˃ 2,43 dan nilai signifikansi = 0,000 < α = 
0,05. Hal ini menunjukan model regresi dinyatakan fit. Artinya 
bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen 
yang terdiri atas PADES, DD, ADD, dan BHPR secara 





3.2.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 




Std. Error of the 
estimate 
0,457 0,208 0,185 21440904,88054 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017 
Berdasarkan tabel 6 nilai R
2
 dalam analisis regresi linaer 
berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan 
Adjusted R Square sebesar 0,185. Hal ini berarti bahwa 18,5% 
variasi variabel belanja desa bidang infrastruktur dapat 
dijelaskan oleh PADesa, DD, ADD, dan BHPR, sedangkan 
sisanya 81,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 
yang diteliti. 
3.2.2.3 Uji t 
Tabel 7. Uji t 
Variabel thitung    ttabel    Sig. Keterangan 
PADES 4,337  1,97730               0,000                Signifikan 
DD  2,451              1,97730               0,015                Signifikan 
ADD    -0,505              1,97730               0,614             Tidak Signifikan 
BHPR     0,775             1,97730                0,440             Tidak Signifikan 
Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017 
Berikut adalah interpretasi dari masing-masing variabel: 
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung 
sebesar 4,337 > t tabel 1,97730 dan nilai signifikansi 0,000 < 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa 
(PADesa) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa 
Bidang Infrastruktur. H1 diterima. 
Berdasarkan hasil analisi regresi diperoleh nilai t hitung 
sebesar 2,451 > t tabel 1,97730 dan nilai signifikansi 0,015 < 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa (DD) 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang 
Infrastruktur. H2 diterima. 
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung 
sebesar -0,505 < t tabel 1,97730 dan nilai signifikansi 0,614 > 
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0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa 
(ADD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa 
Bidang Infrastruktur. H3 ditolak. 
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung 
sebesar 0,775 < t tabel 1,97730 dan nilai signifikansi 0,440 > 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi (BHPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Desa Bidang Infrastruktur. H4 ditolak. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat 
menarik simpulan sebagai berikut: 
Berdasarkan pengujian secara bersama-sama atau simultan 
menunjukkan bahwa variabel PADES, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh 
secara signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur. Dengan uji F 
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel bebas atau 
independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja desa 
bidang infrastruktur sebagai variabel terikat atau dependen.  
Berdasarkan pengujian secara parsial variabel PADES dan DD 
berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur. 
Sementara variabel ADD dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap belanja desa bidang infrastruktur. Yang berarti dimana belanja desa 
bidang infrastruktur diperoleh dari alokasi yang berasal dari PADES dan DD. 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 
agar dapat dijadikan acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan 
kualitas penelitian selanjutnya. Adapun saran-sarannya diantara lain, yaitu:  
Penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode waktu penelitian 
yang lebih dari satu tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan 
generalisasi atas hasil penelitian tersebut.  
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Penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel independen, seperti 
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